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Rakyat Aceh kembali dihadapkan dengan situasi dan kondisi politik pemilu yaitu Pilkada
serentak 2017, yang sudah mulai memasuki beberapa tahap penyelenggaraan, termasuk
memasuki masa kampanye.

Sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Komisi Independen pemilihan (KIP) Aceh
bahwa masa kampanye sudah dimulai sejak tanggal 26 oktober sampai dengan 11 februari
2017, dan pencoblosan Pilkada Aceh 2017 akan berlansung tanggal 15 Februari 2017.

Rakyat Aceh kembali “akan” memilih pemimpinnya baik tingkat Gubernur-Wagub,
maupun bupati/wakil bupati-walikota/wakil walikota. Dari hasil pengamatan, observasi
dan kajian, tergambarkan bahwa rakyat Aceh, masih tetap menggantungkan harapan pada
proses Pilkada 2017 dalam menentukan pemimpin dan masa depan Aceh. Tentu harapan
tersebut tidak sebesar seperti pada Pilkada pertama 11 Desember 2006 lalu pasca MoU
Helsinky 15 Agustus 2005.

Sebagai renungan dan pelajajaran, bahwa Pilkada 11 Desember 2006 lalu, bagi saya
sebagai berkah cahaya perdamaian yang bersinar, dimana ketika itu, pilkada berlangsung
dan berjalan secara demokratis dan mendamaikan. Walau riak-riak kecil pasti ada dalam
sebuah pesta demokrasi. Dalam sebuah pesta, “pecah piring atau gelas satu dua”, itu hal
yang lumrah. Namun alangkah indahnya ketika pesta tersebut berjalan dengan damai,
tanpa pecah piring atau gelas, situasi dan kondisi yang kondustif, penuh kedewasaan, tanpa
ancaman dan teror.



Pilkada 2006 lalu, telah mampu memberi ruang baru bagi sirkulasi kekuasaan di Aceh.
Pilkada desember 2006 pun melahirkan pemimpin yang beragam, mulai dari kelompok
yang selama ini terbuang dari siklus kekuasaan atau outsider hingga masyarakat sipil yang
dianggap berprestasi untuk menjaga momentum membangun Aceh. Pilkada lalu
menunjukkan besarnya keinginan dari rakyat Aceh untuk menyongsong perubahan politik
pemerintahan dan mengharapkan adanya visi pembangunan yang lebih mengakar pada
kepentingan rakyat luas. Dan Pilkada saat itu, secara umum menggembirakan semua pihak;
Aceh, Jakarta, para stakeholders rehabilitasi dan rekonstruksi, kelompok sipil demokratis,
dan akar rumput. Suksesnya pilkada 2006 menjadi tonggak demokratisasi Aceh.

Selain itu, pemilu legeslatif 9 April 2009, merupakan arena pembuktian kekuatan bagi
parlok dan alat ukur seberapa kuat parnas masih bisa bertahan untuk merebut kursi-kursi di
DPRA dan DPRK-DPRK di Aceh. Dengan Undang-undang No. 11 tahun 2006 pemilu
2009 menjadi lain, kepesertaan kontestan partai politik lokal membawa nuansa baru dalam
sistem demokrasi di Aceh dan Indonesia.

Kehadiran parpol lokal menjadi titian penting bagi proses transisi politik Aceh.
Keberhasilan Partai lokal yaitu Partai Aceh (PA) bentukan mantan kombatan GAM meraih
lebih dari 45% suara pemilih di seluruh Aceh dalam pemilu legeslatif 2009, dapat dikatakan
keberhasilannya menguasai parlemen di Aceh juga keberhasilan transformasi politik.

Demikian juga dengan Pilpres 8 Juli 2009, juga dapat menjadi pembelajaran berharga bagi
rakyat Aceh. Saat itu terdapat tiga kendidat pasangan Capres cawapres (SBY-Boediono,
Megawati-Prabowo dan JK-Wiranto). Masing-masing pasangan mempunyai kelemahan
namun juga telah memiliki sejumlah kelebihan. Memang akhirnya Rakyat Aceh dominan
memilih pasangan SBY–Boediono. Sebenarnya sebelumnya peran SBY dan JK dalam
proses damai Aceh lebih dominan, lewat tangan merekalah sehingga mampu menghentikan
konflik berkepanjangan di bumi tanah IskandarMuda yang ditandai perjanjian MoU
Helsinki 15 agustus 2005. Mereka sama-sama berjasa dalam proses damai Aceh. Sehingga
pada tataran praktis aktifis, politisi sipil PA/KPA sebagai mesin politik yang kuat di Aceh
saat itu, masih terjadi perbedaan dukungan tehadap capres dan cawapres. Satu sisi ada
yang mendukung sosok SBY tapi sisi lain ada yang cenderung mendukung JK.

Mesti diakui saat itu, pihak PA-KPA cermat melihat pasangan mana yang akan lebih
berpeluang untuk dapat dijadikan rekan kerja di Jakarta. Kemana arah angin PA-KPA saat
itu kesitu pula arah rakyat Aceh. Politik memang susah diprediksi, terutama di Aceh.
Terkadang hasil prediksi diatas kertas selalu meleset dari perhitungan sebenarnya.

Begitu juga dengan Pilkada 9 April 2012 lalu, Pilkada serentak di 17 dari 23
kabupaten/kota se-provinsi Aceh. Berbeda dengan Pilkada lainnya di Indonesia yang
diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD). Pilkada di Aceh
diselenggarakan oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh. Hal lain yang
membedakan Pilkada Aceh adalah Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah boleh
diikuti oleh calon independen. Selain itu, ada syarat setiap Calon mengikuti tes baca Al
Qur'an.

Dalam proses Pilkada tersebut, juga melahirkan komitmen bersama untuk pemilu damai
yang berlangsung di Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh, 14 Maret 2012. “Dilandasi
semangat menjaga perdamaian, persaudaraan, kebersamaan, dan taat pada aturan, kami
para calon gubernur dan wakil gubernur Aceh bersepakat; 1. Melaksanakan pilkada damai



dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Aceh tahun 2012 demi terwujudnya Aceh
yang bermartabat, aman, damai, dan sejahtera, 2. Memastikan agar massa pendukung dari
masing-masing pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Aceh untuk berkampanye
sesuai aturan dan norma-norma yang berlaku, 3. Berjanji untuk saling menghormati antara
sesama peserta pilkada dengan tidak mengintimidasi, memprovokasi atau melakukan
tindakan yang dapat menciderai perdamaian dalam segala bentuk, demi pilkada yang
demokratis di Aceh, 4. Menerima kekalahan dengan lapang dada dan menghargai yang
menang.

Dari lima pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh 2012 saat itu,
dimenangkan oleh pasangan Dr. Zaini Abdullah - Muzakkir Manaf. Dan tentu sesuai
dengan komitmen damai bersama, pasangan yang kalah tetap menerima dengan lapang
dada., hal tersebut terlihat dari komitmen Tgk Ahmad Tajuddin - Ir. H. Teuku Suriansyah,
Drh. Irwandi Yusuf - Dr. Ir. Muhyan Yunan, M.Sc, Prof. Dr. H. Darni M. Daud - Dr. Tgk.
Ahmad Fauzi, M. Ag, H. Muhammad Nazar - Ir. Nova Iriansyah, MT dan Dr. H. Zaini
Abdullah - Muzakir Manaf sebagai pemenang.

Bagaimana dengan pemilu Legeslatif 9 April 2014, saat itu, pelaksanaan Pemilu legeslatif
telah dilalui sebanyak 3 kali dengan 4 Presiden yang berbeda pasca pemerintahan Presiden
Soeharto. Dalam periode 10 tahun ke belakang telah banyak perubahan yang dialami Aceh,
Bangsa Negara dalam menjalankan proses demokratisasi, diantaranya adalah Amandemen
UUD 1945, kebebasan pers, pemisahan yang jelas antara militer dan sipil, kebebasan untuk
mengeluarkan pendapat,  munculnya berbagai partai politik bahkan partai lokal khususnya
Aceh sebagai salah satu wujud kebebasan mengeluarkan pendapat, berserikat, berkumpul
yang menjadi satu ciri utama negara bangsa yang menjalankan sistem demokrasi. Namun
masih saja kita sayangkan dari Pemilu ke Pemilu, demokrasi sepertinya berhenti sebagai
pesta yang gaduh, seronok dan pengabaian etika.

Jelang pileg 9 April 2014, kekerasan demi kekerasan politik dalam setiap proses tersebut
dengan mengatas namakan demokrasipun berlansung terus menerus. Kita tidak tahu siapa
yang “bermain” di Aceh diatas altar Pemilu ini. Komunikasai gaya totaliterisme, kekerasan
simbolik, politik tanpa etika, mobilisasi massa yang beringas, media kekerasan, kekerasan
media, ingin menang sendiri, penganiyaan, teror, intimidasi, bahkan pada taraf membunuh
dan lain-lain sudah menjadi ciri khas setiap event pesta demokrasi. Kekerasan, tidak saja
meneror hati nurani, tetapi juga semakin mendorong kita pada batas krusial antara zona
kehidupan dan kematian peradaban bangsa dan negara. Namun demikian pemilu legeslatif
2014, menjadi sangat penting bagi keberlansungan proses demokrasi Aceh kearah yang
lebih baik.

Selanjutnya berlansungnya Pemilu Presiden 9 Juli 2014, juga menjadi renungan dan
pembelajaran  bagi Aceh. Pilpres 2014, menjadi sangat penting bagi keberlansungan cita-
cita rakyat Aceh untuk hidup dalam damai, sejahtera dan bermartabat. Saat itu, bagi rakyat
Aceh, siapapun yang menjadi presiden dan wakil presiden, rakyat Aceh tetap menancapkan
harapan besar. Sehingga saat itu, Rakyat Aceh menerapkan strategi yang jitu dalam
menentukan pilihan presiden dan wakil presiden periode 2014-2019.

Memang kita sedang berdemokrasi ditengah-tengah kemiskinan dengan keterbatasan
sumber daya manusia, terkadang yang diperdebatkan bukan substansial visi misi yang
realistis namun yang dipertontonkan kegagalan-kegagalan. Sehingga yang penting bagi



Aceh adalah siapapun Presiden dan wakil Presiden, mesti dapat mempertahankan
perdamaian Aceh, pembangunan Aceh berkelanjutan secara besar-besaran. Pemimpin
terpilih yang mampu menjadi mediator, pemimpin yang baik dan berkualitas. Rakyat Aceh,
membutuhkan rasa aman, damai, pembangunan berjalan, ekonomi meningkat, tanpa
pelanggaran hak-hak asasi, sosial, budaya, politik, ekonomi, hukum dan ruang publik
menjadi penting diperjuangkan.

Saat itu, posisi Rakyat Aceh dalam memilih Presiden pada bulan Juli 2014, menjadi
menarik sebab disitu sudah pasti akan tarik menarik kepentingan dan hitung menghitung
peluang. Beberapa kepentingan kontras tersebut akan menjadi dilema jika rakyat Aceh,
para politisi di Aceh tidak cermat menghitung langkah demi langkah peluang para capres
dan cawapres saat itu.

Ada harapan besar bahwa rakyat menunaikan pilihannya masing-masing dengan cara baik
dan benar, dengan kesadaran penuh bukan atas dasar kesadaran palsu. Memilih atas dasar
pemahaman secara kritis, bukan prakmatis apalagi berbau hedonistik atas kedua paket
Capres-Cawapres saat itu.

Menentukan pilihan dan kemudian memilih adalah cerminan partisipasi aktif rakyat dalam
proses pilpres 2014. Tanpa partisipasi aktif rakyat, dapat dipastikan kualitas dan kuantitas
demokrasi Negara ini berjalan ditempat. Tingkat partisipasi rakyat dalam memilih pada
Pilpres 9 Juli 2014 menjadi salah satu indikator kualitas dan kuantitas demokrasi Negara
bangsa ini. Indikator lain, tentu bagaimana kemudian rakyat secara aktif terlibat dalam
proses membangun, mengawal hasil pilihannya, agar roda pemerintahan dan
kepemimpinan selama 5 tahun Jokowi-JK tetap sejalan dengan amanah rakyat. Karena
rakyatlah yang melahirkan, memiliki, menghidupan dan mewarnai negara ini.

Dari pengalaman, pembelajaran pemilu-pemilu sebelumnya, semestinya Pilkada Aceh 2017
secara serentak akan lebih baik. Figur-figur yang muncul sebagai calon dalam Pilkada 2017
merupakan manusia-manusia pilihan, yang akan diberi amanah oleh rakyat untuk
memimpin atau menjadi Imam dalam menjalankan organisasi yang bernama Aceh baik
pada tinggi provinsi maupun kabupaten/kota. Amanah tentunya wajib dijalankan sesuai
dengan aturan dan atau perundang-undangan yang dilahirkan dari dan oleh rakyat.

Memang, tidak ada yang sempurna, calon-colon yang muncul dalam pilkada Aceh 2017,
masih  dianggab serba gebyar dan instan dalam tradisi proses bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara. Banyak kalangan menilai, mereka masih minim menempuh tradisi proses.
Tradisi proses yang dimaksud berupa rangkaian panjang ujian dalam mengarungi
kehidupan bermasyarakat secara lokal, secara kebangsaan dan bernegara, baik secara
intelektual, ideologis, mental, sosial, politik, ekonomi dan kultural.

Dengan adanya tradisi proses inilah yang dapat menunjukkan kepada rakyat Aceh
bagaimana kemampuan menggali, mengeksploitasi ide, dan mewujudkannya ke dalam
tindakan secara intensif, holistik, kontiu, serta konsisten dalam mengurus Aceh yang
dengan beragam karakteristiknya, kearifan lokalnya, etnis-etnisnya.

Walau demikian, realitas kehidupan rakyat Aceh mesti terus berjalan walau dengan tertatih-
tatih. Harapan tetap dipancangkan, perbaikan dan perubahan terus ditadaruskan dan
disuarakan, pilkada Aceh 2017 menjadi momentum penting dalam merajut keberlanjutan
perjalanan Aceh kearah yang lebih baik dan benar. Harapan tersebut ditancapkan pada



manusia-manusia pilihan Aceh saat ini yang terjaring dari 5 juta manusia Aceh, terlepas
dari bagaimana proses penjaringannya.

Untuk itu, kesadaran kritis rakyat sebagai pemilih dalam Pilkada Aceh 2017 nanti, menjadi
prasyarat dalam mewujudkan kualitas kepemimpinan. Walau disadari, membangun
kesadaran kritis rakyat dalam kontek politik masih sangat kurang dijalankan oleh institusi
demokrasi yang mengemban tanggung jawab pendidikan politik rakyat. Sehingga
masalahnya, sikap apatis versus kesadaran kritis untuk tumbuh partisipasi rakyat menjadi
tantangan besar dalam Pilkada 2017.

Dengan demikian, sudah saatnya rakyat Aceh menjadi pemilih rasional, pemilih yang kritis
dengan kesadaran penuh terhadap proses Pilkada Aceh 2017, dalam menentukan arah dan
masa depan Aceh. Untuk menjadi pemilih yang kritis, rasional dan dengan kesadaran
penuh, minimal rakyat sebagai pemilih memiliki syarat, antara lain; Jadilah diri sendiri,
dengan kesadaran diri sendiri secara utuh, rakyat dengan identitas diri yang kuat tidak
mudah terombang-ambing oleh politik uang atau prakmatisme apalagi hedonisme. Dengan
identitas diri yang kuat sebagai komponen dari konsep diri yang memungkinkan rakyat
untuk memelihara pendirian yang konsisten dan karenanya memungkinkan rakyat untuk
menempati posisi yang stabil dalam lingkungan sosial politiknya.

Rakyat yang mempunyai perasaan identitas diri yang kuat akan memandang dirinya secara
mandiri dan kokoh dengan prinsip dan komitmen. Kemandirian timbul dari perasaan
berharga, kemampuan, penguasaan diri dan komitmen. Adanya kemampuan activity
directed toward implementing the chosen identify element yaitu aktivitas yang terarah pada
implementasi elemen identitas yang telah ditetapkan. Kemampuan emotional tone, nada
emosi yang terungkap dalam bentuk keyakinan diri, stabilitas dan optimisme masa depan.

Kemampuan identification with significant other yaitu identifikasi dengan orang-orang yang
dianggap penting yang ditunjukkan dengan sejauhmana rakyat mampu membedakan aspek
positif dan negatif dari kandidat yang dianggap ideal olehnya. Kemampuan atau projecting
one’s personal future sebagai kemampuan memproyeksikan dirinya ke masa depan yang
ditandai oleh kemampuan mempertautkan rencananya dengan aspek lain dalam kehidupan
masa depan yang di cita-citakan oleh rakyat.

Terakhir adalah resistence to being swayed yaitu sejauhmana rakyat memiliki ketahanan
terhadap godaan-godaan yang bermaksud untuk mengalihkan keputusan yang telah
ditetapkan. Tetap teguh pada keputusannya, namun bukan anti perubahan.

Selanjutnya, lakukan proses komunikasi intrapersonal, keterlibatan internal secara aktif dari
individu rakyat dalam pemrosesan simbolik dari terpaan pesan-pesan politik. Rakyat yang
mampu menjadi pengirim sekaligus penerima pesan, memberikan umpan balik bagi dirinya
sendiri dalam proses internal yang berkelanjutan. Karena dengan komunikasi intrapersonal
dapat menjadi pemicu bentuk komunikasi lain yang lebih sehat.

Pengetahuan mengenai diri pribadi, esensi diri rakyat dilalui dalam proses psikologis baik
persepsi maupun kesadaran atau awareness. Hal ini terjadi saat berlangsungnya proses
komunikasi intrapersonal oleh rakyat sebagai pemilih. Proses dari komunikasi intrapersonal
dalam upaya memahami diri pribadi bisa dilakukan lewat proses berdo'a, bersyukur,
instrospeksi diri, reaksi hati nurani, berfikir secara mendalam dan berimajinasi secara kreatif
tentang masa depan yang diharapkan. Komunikasi intrapersonal melahirkan kesadaran diri



atau self awareness secara utuh, sulit tergoyahkan. Mari belajar dari pemilu sebelumnya dan
jadilah diri sendiri, semoga!

Pengamat Komunikasi politik, Dosen Ilmu Komunikasi, Fisip, Unimal Aceh
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